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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAM MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :  73/KEP/DPMP/2017
TENTANG 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENYELENGGARAAN PERIZINAAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAM MODAL PERIZINAN  KOTA YOGYAKARTA   
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa berdasarkan hasil evaluasi Penyelenggaraan Stándar Pelayanan Publik (SPP), perubahan kewenangan dan  kelembagaan Dinas Perizinan  menjadi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, maka  Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 49/KEP/DINZIN/2013 tentang Penetapan  Standar Pelayanan Publik  (SPP) Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. 

	
	
	b.
	bahwa agar Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dalam pelaksanaannya menjadi lebih optimal, efektif, dan dapat menjadi acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;

	
	
	c.
	bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik(SPP) Penyelengaraan Perizinan dan Non Perizinan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

	Mengingat
	:
	1. 
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

	
	
	2. 
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

	
	
	3. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

	
	
	4. 
	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

	
	
	5. 
	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Industria, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Indutri;

	
	
	6. 
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

	
	
	7. 
	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

	
	
	8. 
	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang  Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangandan Tanda Daftar Perdagangan secra simultan bagi perusahaan perdagangan

	
	
	9. 
	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

	
	
	10. 
	Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; 

	
	
	11. 
	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 /M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

	
	
	12. 
	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Essenering;

	
	
	13. 
	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

	
	
	14. 
	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK);

	
	
	15. 
	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan;

	
	
	16. 
	Peraturan Daerah Kota YogyakartaNomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

	
	
	17. 
	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

	
	
	18. 
	Peraturan Daerah Kota YogyakartaNomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

	
	
	19. 
	Peraturan Daerah Kota YogyakartaNomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging;

	
	
	20. 
	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029;

	
	
	21. 
	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

	
	
	22. 
	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

	
	
	23. 
	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;

	
	
	24. 
	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015 -2035 ;

	
	
	25. 
	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;

	
	
	26. 
	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun;



	
	
	27. 
	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah Kota Yogyakarta;

	
	
	28. 
	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin  Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah kerja Nyata;

	
	
	29. 
	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2009 tentang Salon Kecantikan;

	
	
	30. 
	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :    KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA.

	PERTAMA
	:
	Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta  adalah sebagaimana tersebut  dalam Lampiran Keputusan ini.

	KEDUA
	:
	Standar Pelayanan  Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA meliputi ruang lingkup pelayanan:

a. jasa, dan
b. administratif.

	KETIGA
	:
	Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, wajib untuk dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat.  

	KEEMPAT
	:
	Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Publik(SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 49/KEP/DINZIN/2013 tentang Stándar Pelayanan   Publik (SPP) Penyelengaraan Perizinan pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

	KELIMA
	:
	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


 Ditetapkan di  Yogyakarta

              pada Tanggal,  31 Maret  2017.

               KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
               PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

         TTD
       Drs. HERI KARYAWAN,
NIP. 19591114 198903 1004

	[image: image1.jpg]



	S E G O R O    A M A R T O
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN


